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PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,
bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi,
air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung
didalamnya sebagai anugerah Allah SWT yang dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Bener Meriah
tahun demi tahun semakin berkurang dikarenakan
beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
pangan, schingga dikhawatirkan terjadi kesulitan dalam
mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung
kebutuhan pangan nasional;
bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor
4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 -2032, belum
termaktup alokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan,
sehingga perlu penetapan lebih lanjut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ dan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi
Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51895);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5283};

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5288);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
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: PERATURAN BUPATI TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN

BERKELANJUTAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener
Meriah.

Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
Bener Meriah.

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai
suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap
faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim,
relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara
alami maupun akibat pengaruh manusia.

Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang
digunakan untuk wusaha pertanian tanaman pangan,
hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar
kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk
dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan
pertanian (sawah) yang ditetapkan sebagai lahan
berkelanjutan (lahan abadi), mendapatkan insentif dari
Pemerintah, dan tidak boleh (dilarang) dialihfungsikan ke
non pertanian, kecuali demi kepentingan umum dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lahan pertanian pangan yang tidak ditetapkan adalah lahan
pertanian (sawah) yang dapat dialihfungsikan ke non
pertanian, dengan kewajiban pihak yang mengalihfungsikan
harus mencetak lahan pengganti sesuai peraturan
perundang-undangan.

Lahan Pengganti adalah lahan pertanian non sawah (lahan
kering) yang dimiliki oleh masyarakat, dan atas persetujuan
pemiliknya dicetak untuk menjadi sawah pengganti yang
dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan non
pertanian dan selanjutnya dijadikan sebagai sawah
berkelanjutan (lahan abadi).

Lahan abadi adalah lahan sawah yang ditetapkan sebagai
lahan sawah  berkelanjutan, serta  tidak  boleh
dialihfungsikan ke non sawah kecuali untuk kepentingan
umum dan atau kepentingan lainnya sesuai peraturan yang
berlaku.
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Lahan sawah produktif adalah lahan sawah yang
menghasilkan produksi beras dalam periode musim tanam
setiap tahun  secara  berkesinambungan  sehingga
berkontribusi pada ketahanan pangan, kemandirian pangan,
dan kedaulatan pangan baik untuk skala rumah tangga,
regional, dan nasional.

Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang
tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti
tanah kapur/karst dan tanah pasir.

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh
Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,
mengembangkan, memanfaatkan dan membina,
mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan
kawasannya secara berkelanjutan.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah
budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi
utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan daerah dan nasional.

Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola
lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal,
tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan
dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan
dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan
pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan
pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam
jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau,
yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam
sesuai dengan keragaman lokal.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan
terjangkau.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya,
yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta
memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan
sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber
daya lokal.
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Kepentingan Umum adalah kepentingan hajat hidup orang
banyak yang telah ditentukan kriterianya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap
warga negara Indonesia beserta keluarganya yang
mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari
sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang
diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi
manusia.

Subyek, Objek, Luas, yang selanjutnya disingkat SOL adalah
nama pemilik dan/atau penggarap lahan yang diberi kuasa
oleh pemilik lahan, alamat lokasi lahan yang memiliki status
kepemilikan lahan yang jelas, serta luasan lahan yang
sepakat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan
berkelanjutan.

Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang
mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan
pertanian pangan berkelanjutan.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik
secara tetap maupun sementara.

Intensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan
produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat
guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah
dan waktu yang tepat.

Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah usaha peningkatan
produksi pertanian dengan perluasan areal usaha dan
memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
Diversifikasi Pertanian adalah usaha peningkatan produksi
pertanian dengan cara penganekaragaman jenis tanaman
pada suatu areal pertanian.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian.

Kewajiban pemohon alih fungsi lahan adalah tanggungjawab
sosial dari pihak pemohon yang melakukan alih fungsi lahan
baik sawah sudah ditetapkan maupun yang tidak dan/atau
belum ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan, untuk
menjaga dan bertangungjawab dalam keberlanjutan lahan
sawah (pertanian).

Wanatani adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya
yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon
kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman
jangka pendek, seperti tanaman pertanian.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
diselenggarakan berdasarkan azas:
a. Manfaat..lw
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Manfaat;

keberlanjutan dan konsisten;
keterpaduan;

keterbukaan dan akuntabilitas;
kebersamaan dan gotong-royong;
partisipatif;

keadilan;

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
desentralisasi;

tanggung jawab;

keragaman;

Produktif;

sosial dan budaya;

musyawarah mufakat; dan

kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
diselenggarakan dengan tujuan:

a.

b.

a
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melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan
secara berkelanjutan;

menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan;

mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan;

melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik
petani;

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani
dan masyarakat;

meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi
kehidupan yang layak;

mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan meliputi:

SRS Q0o

perencanaan dan penetapan,;
pengembangan;

pemanfaatan;

pembinaan;

pengendalian;

pengawasan;

perlindungan dan pemberdayaan petani;
pembiayaan; dan

peran serta masyarakat.

BAB III..’%



BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

Pasal 5
Perencanaan  Penetapan Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan dilakukan terhadap:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan; dan
c. lahan cadangan pertanian pangan.
Perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan terhadap kawasan pertanian pangan
berkelanjutan;
Perencanaan  Penetapan Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan terhadap lahan pertanian yang sudah ada dan
lahan cadangan.
Perencanan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan
terhadap:
a. tanah terlantar;
b. tanah bekas kawasan hutan menjadi lahan pertanian
pangan; dan
c. kawasan lahan marginal.
Perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan;
b. strategi;
Cc. program;
d. rencana pembiayaan; dan
e. evaluasi.
Perencanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh)
tahun;
b. perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima)
tahun; dan
c. perencanaan jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.
Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Pasal 6
SKPK yang membidangi Pertanian menyusun perencanaan
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:

a. inventarisasi data;

b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
c. menampung aspirasi masyarakat;

(3) Penyusunan.’%






